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ABSTRACT 

Regional financial management is a crucial factor in supporting the success of development 

and public service delivery at the local level. This article discusses the realities of regional 

financial management practices in Indonesia, referencing the applicable regulations as well as 

the various challenges faced by local governments. Using a descriptive-qualitative approach, 

this study finds that the main issues in regional financial management include weak budget 

planning, low capacity of government personnel, inappropriate allocation of regional budgets 

(APBD), and limited utilization of information technology. This article recommends the need to 

improve human resource capacity, implement bureaucratic reforms, and establish stricter 

oversight systems. 

Keywords: regional finance, regional budget (APBD), budget management, budget realization, 

planning. 

ABSTRAK 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor krusial dalam menunjang keberhasilan 

pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Artikel ini membahas realitas yang terjadi 

dalam praktik pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, mengacu pada regulasi yang berlaku 

serta berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Melalui pendekatan deskriptif- 

kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan 

daerah meliputi perencanaan anggaran yang lemah, rendahnya kapasitas aparatur, 

ketidaktepatan alokasi APBD, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Artikel ini 

menyarankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan 

penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat. 

Kata kunci: keuangan daerah, APBD, pengelolaan anggaran, realisasi anggaran, perencanaan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Keuangan daerah adalah bagian penting dari pengelolaan pemerintahan lokal 

karena secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk 

menerapkan berbagai program pembangunan dan menyediakan pelayanan publik yang 

baik. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, meningkatkan infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan 

dan pendidikan, dan mengurangi tingkat kemiskinan jika keuangan mereka dikelola 

dengan baik. Di sisi lain, keuangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat 

pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan, serta mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah merinci berbagai aspek pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah 

daerah, termasuk prinsip, struktur organisasi, dan keseluruhan proses pengelolaan 

anggaran daerah dari awal hingga akhir. Untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, 

dan efisiensi penggunaan anggaran, undang-undang ini menetapkan standar yang jelas 

untuk pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Diharapkan melalui PP ini, 

pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara mandiri namun tetap sesuai 

dengan standar nasional, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan dan 
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pelaporan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, peraturan ini 

menjelaskan tugas dan tanggung jawab kepala daerah, DPRD, dan pejabat terkait 

lainnya dalam menjamin bahwa pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 

APBD menunjukkan perkiraan pendapatan dan bagaimana pengeluaran akan 

dialokasikan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

publik selama satu tahun anggaran. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah 

adalah beberapa komponen utama APBD, yang bertujuan untuk mendorong 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. APBD disusun berdasarkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dan disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi dan mengendalikan pengelolaan 

keuangan daerah. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen resmi yang dibuat 

oleh setiap unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang 

dianggarkan dalam APBD. DPA berisi rincian anggaran dan kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan. 

Setelah APBD disahkan, DPA membantu SKPD menyusun laporan penggunaan 

anggaran yang akurat dan transparan. DPA mencakup alokasi anggaran per kegiatan, 
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informasi tentang sumber pendanaan, dan metrik yang akan dicapai selama 

pelaksanaan kegiatan. 

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), salah satu faktor yang 

memengaruhi realisasi belanja adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran 

yang baik memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana dengan lebih 

efisien dan menetapkan prioritas program. Proses ini mencakup menemukan 

kebutuhan, menghitung biaya, dan membuat jadwal pelaksanaan yang realistis untuk 

mengurangi risiko penundaan atau perubahan yang tidak diinginkan. Ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan alokasi dana yang telah ditetapkan atau kesalahan estimasi biaya 

adalah masalah yang dapat muncul dalam pelaksanaan jika perencanaan anggaran tidak 

dilakukan dengan baik. Karena setiap perubahan rencana biasanya memerlukan revisi 

administratif, yang memerlukan waktu dan sumber daya tambahan, hal ini dapat 

mengganggu penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang teliti dan detail pada 

tahap awal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa realisasi belanja pada 

DPA dapat tercapai sesuai target waktu dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam pelaksanaannya, banyak program daerah tidak direncanakan dengan 

baik, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan seringkali mengubah 

atau merevisi rencana. Kegagalan perencanaan ini dapat disebabkan oleh kurangnya 

analisis menyeluruh terhadap kebutuhan lokal, kekurangan data yang akurat, atau 

ketidaktepatan dalam menentukan prioritas program. Karena itu, 
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proyek yang telah dianggarkan sering tertunda di tahap awal, seperti persiapan 

administrasi dan perizinan, yang seharusnya selesai sebelum pelaksanaan dimulai. 

Selain itu, perubahan-perubahan dalam rencana pelaksanaan program seringkali 

memerlukan penyesuaian anggaran secara bertahap, yang menyebabkan proses 

pengucuran dana menjadi lebih lama. Faktor ini tidak hanya menurunkan tingkat 

penyerapan anggaran, tetapi juga berdampak pada seberapa efektif dan efisien program 

dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Kegagalan dalam mencapai target penyerapan anggaran dapat menyebabkan 

hilangnya manfaat dari belanja yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena tidak 

seluruh dana yang dialokasikan dapat digunakan oleh pemerintah, sehingga 

menimbulkan dana menganggur (idle money). Jika pengalokasian anggaran dilakukan 

secara efisien, keterbatasan dana yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk membiayai kegiatan strategis pemerintah. Penyerapan anggaran dan 

pemanfaatan belanja diarahkan pada kegiatan yang langsung berdampak pada 

kepentingan masyarakat luas, seperti pendanaan berbagai layanan publik, termasuk 

pembangunan infrastruktur, penyuluhan kesehatan, perbaikan jalan, dan lain-lain. 

Aparatur daerah seringkali tidak memahami regulasi keuangan dan akuntansi, 

yang menyebabkan penyerapan anggaran yang buruk. Karena aparatur tidak 

memahami sepenuhnya prosedur penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan 

yang sesuai dengan ketentuan, administrasi anggaran menjadi lebih lambat. Selain itu, 

kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan aparatur daerah ragu-ragu saat 
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membuat keputusan anggaran, yang dapat menghambat pelaksanaan program dan 

pengeluaran dana yang diperlukan. Selain itu, kesalahan administratif, revisi dokumen, 

dan pengajuan ulang dapat menghambat proses pencairan dana karena 

ketidakmampuan aparatur untuk mengelola anggaran sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Hal ini dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya. Akibatnya, 

anggaran diserap dengan buruk dan tujuan pembangunan daerah terhambat. 

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bojonegoro 

 

 

 

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 %

1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100

5 BELANJA DAERAH 72.914.500.580 60.400.991.859,00 82,84 

5,1 BELANJA OPERASI 68.343.193.249 56.292.896.519,00 82,37 

5.1.01 Belanja Pegawai 32.179.350.482 30.299.403.264,00 94,16 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.163.842.767 25.993.493.255,00 71,88 

JUMLAH BELANJA OPERASI 68.343.193.249 56.292.896.519,00 82,37 

5,2 BELANJA MODAL 4.571.307.331 4.108.095.340,00 89,87 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.504.707.331 4.059.255.340,00 90,11 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.600.000 48.840.000,00 73,33 

JUMLAH BELANJA MODAL 4.571.307.331 4.108.095.340,00 89,87 

JUMLAH BELANJA 72.914.500.580 60.400.991.859,00 82,84 

SURPLUS/DEFISIT -72.914.500.580 (60.400.991.859,00) 82,84 
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Berdasarkan data yang tersedia, tingkat realisasi belanja yang dilakukan oleh 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 dan 2024 belum mencapai 

target. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan masih 

belum optimal, yang menunjukkan kurangnya kesiapan atau kematangan dalam 

pengelolaan anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa target penyerapan anggaran 

belum dapat direalisasikan secara maksimal. Menurut Iqbal (2018), kualitas 

perenca naan anggar an memil iki pen garuh posi tif terha dap ting kat penyer apan 

anggara n. Se makin b aik dan matang suatu perenca naan dilakukan, maka semakin 

tinggi pula tingkat efektivitas pelaksanaan progra m d an keg iatan dal am s atu tahu n 

anggar an. Deng an demikian, pencapaian tar get peny erapan a nggaran sangat 

bergantung pada kompetensi dan ketepatan pengelola dalam menyusun serta 

mengimplementasikan rencana anggaran secara menyeluruh. 

Berdasarkan peristiwa di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut dalam 

skripsi yang berjudul “PENGARUH KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 2024% REALISASI 2023

1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6

5 BELANJA DAERAH 102.384.112.913 74.943.893.415 73,2 60.400.991.859

05.01 BELANJA OPERASI 94.422.958.076 68.046.273.783 72,07 56.292.896.519

05.01.01 Belanja Pegawai 34.327.078.464 30.654.036.647 89,3 30.299.403.264

05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 60.095.879.612 37.392.237.136 62,22 25.993.493.255

JUMLAH BELANJA OPERASI 94.422.958.076 68.046.273.783 72,07 56.292.896.519

05.02 BELANJA MODAL 7.961.154.837 6.897.619.632 86,64 4.108.095.340

05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.751.236.077 6.897.619.632 88,99 4.059.255.340

05.02.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 163.716.120 0 0 48.840.000

05.02.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 46.202.640 0 0 0

JUMLAH BELANJA MODAL 7.961.154.837 6.897.619.632 86,64 4.108.095.340

JUMLAH BELANJA 102.384.112.913 74.943.893.415 73,2 60.400.991.859

SURPLUS/DEFISIT -102.384.112.913 -74.943.893.415 73,2 -60.400.991.859
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TERHADAP REALISASI BELANJA APBD DPRD KABUPATEN 

BOJONEGORO” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang yang penulis jelaskan, rumusan masalah dalam studi 

kasus ini adalah bagaimana pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap realisasi 

belanja APBD DPRD Kabupaten Bojonegoro? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulisan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui secara empiris bagaimana pengaruh kualitas perencanaan 

anggaran terhadap realisasi belanja APBD DPRD Kabupaten Bojonegoro. 

2. Memberikan evaluasi dan saran untuk meningkatkan kualitas perencanaan 

anggaran DPRD Kabupaten Bojoneogoro. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diberikan kepada 

stakeholder terkait dalam proses perencanaan anggaran pada Kabupaten Bojonegoro. 

Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekaligus perencanaan kegiatan 

DPRD Kabupaten Bojonegoro. 

2. Literatur tambahan tentang bagaimana kualitas perencanaan anggaran 

berpengaruh terhadap realisasi belanja APBD. 
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3. Memberi pengetahuan untuk penulis tentang bagaimana peningkatan kualitas 

perencanaan anggaran. 

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus bagaimana 

bagaimana pengaruh kualitas perencanaan anggaran terhadap realisasi belanja APBD 

DPRD Kabupaten Bojonegoro, dan data yang didapatkan berasal dari pelaksana 

anggaran yang bertanggung jawab akan tugas yang diberikan.
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BAB 2 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan adalah salah satu teori utama dalam bidang manajemen dan 

akuntansi yang membahas hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

berbeda dalam sebuah organisasi, yaitu agen (pihak yang menjalankan tugas) dan 

prinsipal (pihak yang memberikan tugas). Teori ini berfokus pada bagaimana kontrak 

kerja antara agen dan prinsipal dapat dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan 

konflik kepentingan yang mungkin timbul akibat perbedaan tujuan, informasi, atau 

risiko yang dihadapi oleh kedua pihak. 

Jensen dan Meckling (1976), sebagai penggagas utama teori ini, 

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu pihak, yaitu 

prinsipal, memberikan kewenangan kepada pihak lain, yaitu agen, untuk menjalankan 

tugas atas nama prinsipal. Dalam hubungan ini, sering kali terjadi agency problem, 

yakni situasi di mana agen bertindak tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan 

prinsipal karena adanya perbedaan informasi (information asymmetry) atau konflik 

kepentingan (conflict of interest). 

Selain itu, Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa teori keagenan bertumpu pada 

tiga asumsi utama. Yang pertama adalah asumsi sifat manusia, yang menganggap 
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bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan 

rasionalitas, dan tidak suka mengambil risiko. Yang kedua adalah asumsi organisasi, 

yang mengacu pada adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Yang ketiga 

adalah asumsi informasi, yang menyebutkan bahwa informasi tidak selalu merata atau 

sempurna di antara kedua pihak. 

Teori keagenan (agency theory) relevan untuk menjelaskan hubungan antara 

prinsipal (pemerintah pusat atau masyarakat) dan agen (pengelola anggaran di 

Sekretariat DPRD). Prinsipal mengharapkan agen untuk mengelola anggaran secara 

efisien, efektif, dan transparan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 

seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, potensi konflik kepentingan 

dan asimetri informasi dapat memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat penyerapan anggaran. 

Perencanaan anggaran yang baik menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan 

penyerapan anggaran. Halim (2014) menyebutkan bahwa perencanaan anggaran yang 

matang mampu meminimalkan potensi penyimpangan, seperti alokasi dana yang tidak 

relevan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal. Dalam perspektif teori 

keagenan, perencanaan anggaran yang efektif menciptakan mekanisme kontrak yang 

jelas antara prinsipal dan agen, sehingga meminimalkan masalah seperti moral hazard 

atau perilaku oportunistik oleh agen. 

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang rendah sering 

kali disebabkan oleh kelemahan dalam perencanaan, seperti estimasi kebutuhan yang 
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tidak akurat, kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan, atau keterlambatan 

dalam pengadaan barang dan jasa. Di Sekretariat DPRD, misalnya, perencanaan 

anggaran yang tidak komprehensif dapat menghambat pelaksanaan program-program 

pendukung fungsi DPRD, seperti kegiatan kunjungan kerja, rapat-rapat legislatif, atau 

penyusunan kebijakan. 

2.1.2 Angg aran 

Ang garan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di 

Indo nesia y ang disahkan o leh De wan Perwa kilan Rak yat Daera h melalui Peratu ran 

Daer ah. Tah un anggar an berlang sung selama sa tu ta hun penuh, dimulai da ri tanggal 

1 Jan uari hingga 31 Desem ber. Fungsi utama angga ran adalah sebagai ala t bagi 

pemeri ntah untuk mengimplementasikan berbagai kew ajiban, jan ji, da n kebija kan ke 

dalam renca na konkret dan terintegrasi. R encana ini mencakup langkah-langkah ya ng 

ak an dia mbil, ha sil yan g diha rapkan, bia ya yan g dipe rlukan, s erta pi hak y ang 

bert anggung ja wab ata s pem biayaan ter sebut. 

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan 

secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter, untuk periode waktu tertentu. 

Anggaran berperan sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian dengan tujuan 

mengarahkan pengelolaan sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien demi 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja suatu entitas. 
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Sementara itu, Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa anggaran adalah 

instrumen penting dalam manajemen keuangan yang berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat perencanaan, anggaran menetapkan arah, 

prioritas, dan strategi pemanfaatan sumber daya keuangan agar tujuan organisasi atau 

pemerintahan dapat tercapai dengan baik. Sebagai alat pengendalian, anggaran 

berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar penggunaan dana sesuai 

dengan rencana yang telah disusun. 

2.1.3 Penyerapan Anggaran 

Penyerapan anggaran adalah proses realisasi atau penggunaan dana yang telah 

dialokasikan dalam anggaran, baik oleh pemerintah maupun organisasi, untuk 

membiayai program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Penyerapan anggaran yang baik mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk 

melaksanak|an program sec|ara efisien dan efektif, sesuai dengan priorit|as dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Mahmudi (2010), penyerapan anggaran merupakan salah satu 

indikator kinerja dalam pengelolaan keuangan yang mencerminkan sejauh mana 

pemerintah atau organisasi mampu merealisasikan belanja sesuai rencana anggaran 

yang telah ditetapkan. Sementara itu, Halim (2014) menjelaskan bahwa penyerapan 

anggaran berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja, 

karena rendahnya tingkat penyerapan dapat mengindikasikan adanya hambatan seperti 
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perencanaan yang kurang matang, keterlambatan administrasi, atau kendala teknis 

lainnya. 

Penyerapan anggaran yang optimal penting untuk mendukung pelaksanaan 

kebijakan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sebaliknya, rendahnya penyerapan anggaran dapat menghambat 

pencapaian target pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, dan 

menimbulkan risiko akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, 

pengelolaan yang transparan, serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk 

memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai tujuan. 

2.1.4 Perencanaan Anggaran  

Penyerapan dalam arti tradisional dapa t diar tikan seb agai su atu akt ivitas yan g 

dilaku kan dengan tujuan untu k menghadapi m asa depan yan g leb ih bai k, de ngan 

mempertimbangkan kondisi saat ini maupun yang telah terjadi sebelumnya. Sementara 

itu, perencanaan (planning) merujuk pada suatu pros es y ang dia wali den gan 

penet apan sasaran or ganisasi, diikuti dengan penentu an strat egi guna mencapai tu juan 

tersebut se cara meny eluruh, ser ta penyusunan sist em perenca naan yan g terintegrasi 

unt uk menyelaraskan da n mengoordinasikan sel uruh aktivitas organ isasi agar tuju an 

yang ditetapkan dapat tercapai (Robb ins dan Coul ter, 2002 dala m Basti an, 2010:165). 

Perenca naan dap at diklasi fikasikan ke da lam tiga kat egori, yaitu: 
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1. Berdasarkan prosesnya: peren canaan dipandang sebagai pr oses utama dalam 

pemilihan tujuan dan metode pencapaiannya. 

2. Berdasarkan fungsi manajerial: perencanaan berperan ketika pimpinan 

memanfaatkan kewenangan atau pengaruh untuk menetapkan atau mengubah 

arah dan aktivitas organisasi. 

3. Berdasarkan pengambil an keput usan: perenca naan meru pakan bagian dari 

proses pe ngambilan kep utusan jang ka panja ng y ang berkaitan dengan apa 

yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana cara melakukannya, kapan 

waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya. Keputusan-

keputusan tersebut belum tentu sejalan dengan tujuan sebelumnya, sehingga 

efektivitasnya baru akan terlihat saat implementasi dilakukan di kemudian hari. 

Mengacu pada pendapat Co nyers dan Hi lls dalam Kuncor o (2013), perencan 

 aan dapat dijelaskan seba gai suatu pro ses yan g berlangsung secara terus-

menerus dan mencakup serangkaian keputu san ata u pili han terh adap berbaga i 

alterna tif peng gunaan sum ber da ya, yang bertujuan unt uk men capai sasaran tert entu 

di ma sa depan. Dari defi nisi ini, ter dapat em pat ele men uta ma dalam peren canaan: 

1. Merupakan proses pemilihan: artinya, dalam tahap perencanaan dilakukan 

pemilihan terhadap sumb er day a ya ng aka n diman faatkan untuk mew ujudkan 

tuju an yang diharapkan. 

2. Sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya: dalam hal ini, 

perencanaan digunakan untuk mengatur distribusi sumber daya yang 
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dibutuhkan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 

perencanaan juga mencakup penentuan prioritas pembangunan, baik dalam hal 

sektor (fokus) maupun wilayah (lokus). Fokus mengacu pada sektor 

pembangunan yang diutamakan, sedangkan lokus berkaitan dengan wilayah 

geografis seperti kabupaten, kota, atau kawasan tertentu. 

3. Sebagai sarana pencapaian tujuan: tujuan tersebut tercermin dalam target dan 

indikator kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

4. Bersifat futuristik: artinya, perencanaan dibuat dengan orientasi ke depan, guna 

mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk m asa y ang  aka n 

datang. 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil 

1 Ferdinan, 

Isnuhadi, 

Widiyanti, 

Adam 

(2020) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Anggaran dan 

Pelaksanaan 

Anggaran terhadap 

Penyerapan 

Perencanaan 

anggaran, 

Pelaksanaan 

Anggaran, 

Komitmen 

Organisasi 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

Variabel perencanaan anggaran memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat penyerapan anggaran. 
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Anggaran dengan 

Komitmen 

Organisasi sebagai 

Variabel Moderasi 

pada Badan 

Penelitian 

dan Pengembangan 

Kesehatan Republik 

Indonesia 

Variabel pelaksanaan anggaran tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap penyerapan anggaran. 

Variabel komitmen organisasi tidak 

terbukti mampu memperkuat atau 

memoderasi hubungan antara perencanaan 

anggaran dan penyerapan anggaran. 

Variabel komitmen organisasi juga tidak 

memoderasi hubungan antara pelaksanaan 

anggaran dengan penyerapan anggaran. 

2 Ramdhani, 

Anisa 

(2017) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Anggaran, Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Pelaksanaan 

Anggaran Terhadap 

Penyerapan 

Anggaran Pada 

Organisasi 

Perencanaan 

Anggaran, 

Kualitas 

sumber 

Daya 

Manusia, 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Perencanaan anggaran terbukti 

memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap tingkat penyerapan 

anggaran di lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten. 

Kualitas sumber daya manusia memiliki 

dampak positif dan signifikan terhadap 

efektivitas penyerapan anggaran pada 

Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 

Pelaksanaan anggaran menunjukkan 

pengaruh yang positif dan signifikan 
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Perangkat Daerah 

Provinsi Banten 

terhadap penyerapan anggaran di lingkup 

Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 

3 Iqbal, 

Rachman, 

Rodi’ah 

(2021) 

Pengaruh Rencana 

Anggaran dan 

Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pada Badan 

Keuangan Dan Aset 

Daerah 

Rencana 

Anggaran, 

Realisasi 

APBD, 

Kinerja 

Keuangan 

Pemda 

Perencanaan anggaran terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Ketika perencanaan anggaran 

mengalami peningkatan namun tidak 

diikuti dengan pelaksanaan yang optimal, 

maka kinerja keuangan cenderung 

mengalami penurunan. Di sisi lain, 

realisasi APBD secara parsial juga 

memberikan dampak yang signifikan 

terhadap kinerja keuangan daerah. 

Peningkatan kinerja keuangan terjadi 

seiring dengan naiknya realisasi 

pendapatan, meskipun tingkat 

efektivitasnya tetap bergantung pada 

seberapa besar kesesuaian antara target 

yang ditetapkan dan pendapatan yang 

terealisasi. 
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Secara simultan, baik perencanaan 

anggaran maupun realisasi APBD 

berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

keduanya saling melengkapi dalam 

mendukung efektivitas pengelolaan 

keuangan, khususnya pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

4 Puluala 

(2021) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Anggaran, 

Pelaksanaan 

Anggaran, Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia, dan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa Terhadap 

Tingkat Penyerapan 

Anggaran Daerah 

(Studi Empiris Pada 

Perencanaan 

Anggaran, 

Pelaksanaan 

Anggaran, 

Kualitas 

Sumber 

Daya 

Manusia, 

dan 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa, 

Perencanaan anggaran terbukti memiliki 

pengaruh terhadap tingkat penyerapan 

anggaran daerah pada Organisasi 

Perangkat Daerah di Kota Salatiga. 

Sebaliknya, pelaksanaan anggaran tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap penyerapan anggaran daerah pada 

instansi tersebut. Kualitas sumber daya 

manusia berkontribusi secara signifikan 

terhadap peningkatan penyerapan 

anggaran daerah, sedangkan proses 

pengadaan barang dan jasa tidak 
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Organisasi 

Perangkat Daerah 

Kota Salatiga) 

Tingkat 

Penyerapan 

Anggaran 

Daerah 

memberikan pengaruh yang berarti 

terhadap tingkat penyerapan anggaran 

pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota 

Salatiga. 

 

5 Wahyuni, 

Asmeri, 

Ardiany 

(2022) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Anggaran dan 

Sumber Daya 

Manusia Terhadap 

Penyerapan 

Anggaran (Studi 

Empiris Pada 

Satker Kementerian 

Perindustrian di 

Kota Padang 

Perencanaan 

Anggaran, 

Sumber 

Daya 

Manusia, 

Penyerapan 

Anggaran 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel perencanaan anggaran memiliki 

pengaruh terhadap tingkat penyerapan 

anggaran pada Satuan Kerja Kementerian 

Perindustrian di Kota Padang. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 

3,041 dan nilai signifikansi sebesar 0,005, 

yang lebih kecil dari 0,05. Dengan derajat 

kebebasan (df) sebesar 32 (35 – 2 – 1), 

diperoleh t tabel sebesar 1,694. Karena 

nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,041 

> 1,694), maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh tersebut signifikan. 

Selanjutnya, variabel kualitas sumber daya 

manusia juga terbukti berpengaruh 

terhadap penyerapan anggaran pada 
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instansi yang sama. Hal ini terlihat dari t 

hitung yang bernilai 4,131 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). 

Dengan df = 32 dan t tabel sebesar 1,694, 

maka karena t hitung > t tabel (4,131 > 

1,694), pengaruhnya dapat dinyatakan 

signifikan. 

Selain itu, secara simultan, variabel 

perencanaan anggaran dan kualitas sumber 

daya manusia bersama-sama memberikan 

pengaruh terhadap penyerapan anggaran. 

Ini dibuktikan melalui nilai F hitung 

sebesar 45,063 dan tingkat signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan 

df1 = 2 (3 – 1) dan df2 = 32 (35 – 3), 

diperoleh F tabel sebesar 3,29. Karena F 

hitung lebih besar dari F tabel (45,063 > 

3,29), maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua variabel tersebut secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan anggaran. 
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2.3 KERANGKA KONSEPTUAL 

Dalam penelitian ini, model kerangka penelitian menggunakan Perencanaan 

Anggaran sebagai variabel independen. Sementara itu, Penyerapan Anggaran adalah 

sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Perencanaan anggaran yang kuat perlu dilaksanakan agar anggaran dapat berjalan 

lancar (Ramdhani & Anisa, 2017). Perencanaan yang dijadikan sebagai dasar dalam 

proses penganggaran pada dasarnya merupakan suatu tahapan penyusunan rencana 

mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. 

Proses ini mencakup aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat, ketepatan da ta, 

penge sahan AP BD, pendek atan serta inst ru men dal am peny usunan anggar an, 

perenca naan kebut uhan, hingga kemungkinan rev isi atau peruba han. Tanpa adan ya 

konsep perenca naan anggaran yang konkret dan realistis, pelaksanaan penggunaan 

dana akan sulit diarahkan secara efektif dan sesuai sasaran. 

Meskipun rendahnya tingkat penyerapan anggaran bukan satu-satunya tolok uk ur 

unt uk me nilai kin erja keuan gan sua tu pemeri ntah dae rah, perhatian tetap perlu 

Perencanaan Anggaran (X) Penyerapan Anggaran (Y) 
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diberikan terhadap hal ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka target kinerja yang 

telah direncanakan berpotensi tidak tercapai. Akibatnya, sejumlah dana yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah tidak termanfaatkan secara optimal, padahal dana tersebut bisa 

saja dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, perencanaan 

anggaran yang tersusun dengan baik dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 

anggaran, dan jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, maka hal ini akan 

berdampak langsung terhadap tingkat serapan anggaran.. Dari penjelasan di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan metode 

berlandaskan paradigma positivistik. Pendekatan ini mengandalkan pengumpulan data 

secara acak dengan menggunakan instrumen yang telah distandarisasi, kemudian 

dianalisis melalui teknik statistik (Sugiyono, 2018). Data yang diperoleh berupa 

angk|a-angk|a yang selanjutnya dianalisis menggunak|an metode statistik, baik sec|ara 

deskriptif maupun inferensial, untuk menjawab pert|anyaan penelitian yang telah 

dirumusk|an sebelumnya (Silaen, 2018). 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2017), pop ulasi merup akan keselur uhan ob jek at au sub jek 

yan g memil iki karak teristik terte ntu ya ng ditent ukan ole h pene liti sebagai fokus 

kajian untuk ditel iti da n dijadikan dasar penarikan kesim pulan. Dala m pen elitian i ni, 

populasi yang digunakan mencakup selur uh an ggota De wan Per wakilan Rak yat 

Daer ah (D PRD) Kab upaten Bo jonegoro peri ode 20 19–202 4, yang berjumlah 

sebanyak 50 orang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik sensus, sehingga 

seluruh anggota DPRD tersebut dijadikan responden dalam penelitian ini. Selain itu, 

data sekunder yang dianalisis mencakup laporan realisasi anggaran DPRD Kabupaten 



 

24 
 

Bojonegoro untuk tahun anggaran 2023 dan 2024, yang turut dijadikan sebagai sampel 

tambahan 

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA 

Penelitian ini mem|anfaatk|an dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer dikumpulk|an secara langsung dari responden melalui kuesioner 

yang disusun oleh peneliti. Sebagaimana dijelask|an oleh Sugiyono (2018), dat|a primer 

adalah dat|a yang diperoleh sec|ara langsung dari sumber asli oleh peneliti guna 

menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner oleh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Adapun data 

sekunder diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran DPRD Kabupaten 

Bojonegoro untuk tahun anggaran 2023 dan 2024, yang telah tersedia dan diolah oleh 

penulis. 

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Tekn ik pengum pulan dat a dal am pen elitian i ni dilak ukan m elalui me tode 

kuesion er. Men urut Sugiyo no (2017), kues ioner merup akan sala h sat u me tode 

pengump ulan d ata y ang dilak ukan denga n mem berikan se jumlah pertan yaan tertul is 

kep|ada responden untuk dijawab secara mandiri. Instrumen kuesioner disebarkan 

kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaannya, 

digunakan skala Likert sebagai alat ukur untuk mengetahui persepsi dan sikap 

responden terhadap variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian dengan pertanyaan 

yang menggunakan Skala Likert, dimulai dengan Sangat Setuju dengan skor 5, Setuju 
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dengan skor 4, Kurang Setuju dengan skor 3, Tidak Setuju dengan Skor 2, Sangat Tidak 

Setuju dengan Skor 1. Kuesioner yang telah disusun dan didapatkan hasilnya kemudian 

dilakukan pengujian kelayakannya melalui pengujian validaitas dan reliabilitas. 

3.5 DEFINISI VARIABEL INDIKATOR  

Variabel indikator merupakan rincian operasional yang menjelaskan 

bagaimana suatu variabel ditentukan, diukur, dan diklasifikasikan dalam konteks 

penelitian. Menurut Sugiyono (2017), definisi operasional adalah penjelasan rinci 

mengenai suatu konstruk atau variabel dalam bentuk indikator-indikator yang dapat 

diukur secara objektif dan konsisten. Variabel dalam penelitian ini antara lain: 

1. Perencanaan Anggaran (X) 

Robbins dan Coulter (2016) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran 

merupakan bagian integral dari proses manajerial yang lebih luas, yang 

bertujuan untuk menentukan strategi alokasi sumber daya keuangan guna 

mencapai tujuan organisasi. Anggaran dipandang sebagai instrumen penting 

dalam mengendalikan pengeluaran, memantau kinerja keuangan, serta 

memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang. 

2. Penyerapan Anggaran (Y) 

Menurut Mahmudi (2010), penyerapan anggaran mencerminkan indikator 

kinerja dalam manajemen keuangan publik, yang mengukur sejauh mana 

belanja anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah 
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ditetapkan. Halim (2014) menambahkan bahwa penyerapan anggaran sangat 

berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja, di mana 

rendahnya tingkat penyerapan menunjukkan potensi kendala seperti kelemahan 

dalam perencanaan atau hambatan implementasi program. 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menjalankan analisis regresi linear, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian terhadap asumsi klasik guna memastikan bahwa model regresi yang 

digunakan memenuhi kriteria estimasi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilaksanakan mencakup uji normalitas dan 

uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah data 

residual dari model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Apabila hasil uji 

menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi secara normal. 

Sementara itu, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan varians residual pada setiap tingkat nilai prediktor. Pengujian 

dilakukan menggunakan metode Glejser Test atau Scatterplot. Jika hasil pengujian 

tidak menunjukkan pola yang jelas atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. 
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3.6.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Dalam penelitian kuantitatif ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Rumus analisis regresi linier sederhana digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel bebas (independen) 𝑋 dan satu 

variabel terikat (dependen) 𝑌. 

Y=a+bX+e 

Penjelasan Komponen Rumus: 

 𝑌 : Variabel terikat (dependen), yaitu variabel yang nilainya diprediksi. 

 𝑋 : Variabel bebas (independen), yaitu variabel yang digunakan untuk 

memprediksi 𝑌 

 𝑎 : Konstanta (intersep), nilai 𝑌 ketika 𝑋 = 0 

 𝑏 : Koefisien regresi (slope), menunjukkan perubahan 𝑌 untuk setiap 

perubahan satu unit pada 𝑋 

 𝑒 : Error (galat), yaitu variabel gangguan yang mencakup faktor-faktor 

lain yang memengaruhi 𝑌 tetapi tidak dimasukkan dalam model. 

 

3.6.3 Uji Validitas 

Uji validitas secara statistik digunakan untuk menilai apakah instrumen atau 

item dalam kuesioner mampu mengukur konsep yang ingin diukur dengan akurat. Uji 
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ini mengevaluasi hubungan antara item dalam instrumen dengan total skor atau kriteria 

lain yang relevan.  

𝑟 =
𝑛 ∑(𝑋𝑌) −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Penjelasan Komponen Rumus: 

 𝑟 : Koefisien korelasi. 

 𝑋 : Skor untuk setiap item. 

 𝑌 : Skor total instrumen. 

 𝑛 : Jumlah responden 

Sebuah butir dalam instrumen dinilai va lid at au ti d ak dengan meli h at ni lai 

proba bilitas dari koef isien kor elasinya. Me nurut Sugi yono (2016), pengujian validitas 

dilak ukan deng an memban dingkan nil ai r yang diperoleh dari perhitungan (r hit ung) 

dengan nilai r pada tab el (r tabel). Jik a nila i r hi tung lebih besar dari ni lai r tabel dan 

bernilai positif, ma ka butir pert anyaan atau indikator ters ebut din yatakan val id. 

Namu n, jik a ni lai r hitu ng sama dengan atau kura ng da ri nil ai r t abel, m aka but ir 

ters ebut diangg ap tid ak v alid. 

3.6.3.1 Uji Validitas Butir Variabel Independen X (Perencanaan Anggaran) 
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Item Pernyataan 
Pearson 

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 
Keterangan 

Perencanaan Anggaran 

X 01 ,701** <0,001 Va lid 

X 02 ,620** <0,001 V alid 

X 03 ,558** <0,001 V alid 

X 04 ,539** <0,001 V alid 

X 05 ,737** <0,001 V alid 

X 06 ,473** <0,001 V alid 

X 07 ,645** <0,001 V alid 

X 08 ,557** <0,001 V alid 

X 09 ,580** <0,001 V alid 

X 10 ,728** <0,001 V alid 

X 11 ,720** <0,001 V alid 
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X 12 ,563** <0,001 V alid 

X 13 ,561** <0,001 V alid 

     

 

3.6.3.2 Uji Validitas Butir Variabel Dependen Y (Penyerapan Anggaran) 
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Item Pernyataan 
Pearson 

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 
Keterangan 

Penyerapan Anggaran 

Y 01 ,887** <0,001 V alid 

Y 02 ,491** <0,001 V alid 

Y 03 ,839** <0,001 V alid 

Y 04 ,628** <0,001 V alid 

Y 05 ,865** <0,001 V alid 

Y 06 ,884** <0,001 V alid 

Y 07 ,605** <0,001 V alid 

Y 08 ,472** <0,001 V alid 

Y 09 ,873** <0,001 V alid 

Y 10 ,824** <0,001 V alid 

Y 11 ,869** <0,001 V alid 

Y 12 ,850** <0,001 V alid 

Y 13 ,666** <0,001 V alid 

 

3.6.4 Uji Reliabilitas 

Cronbach’s Alpha adalah salah satu metode statistik yang paling umum 

digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian, seperti 

kuesioner. Konsistensi internal menunjukkan sejauh mana item-item dalam instrumen 

saling berkaitan atau seberapa baik mereka mengukur konsep yang sama. 

𝛼 =  
𝑁

𝑁 − 1
( 1 −  

∑ 𝜎𝑖𝑡𝑒𝑚
2

 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2  

Penjelasan Komponen Rumus: 

 α : Nilai Cronbach’s Alpha. 

 𝑁 : Jumlah item dalam instrumen. 
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 ∑ 𝜎𝑖𝑡𝑒𝑚
2

 : varians setiap item 

 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2  : varians total skor (jumlah skor dari semua item) 

Cronbach’s Alpha menghitung rata-rata korelasi antar item dalam instrumen. 

Jika semua item berkorelasi sempurna satu sama lain, maka nilai 𝛼 = 1, yang 

menunjukkan reliabilitas sempurna. 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis merupakan tahap penting 

untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah 

analisis regresi, yang dilengkapi dengan uji statistik, yaitu uji t (parsial) dan uji F 

(simultan). Kedua uji ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya, baik un tuk meli hat pe ngaruh masin g-masi ng va riabel sec ara ind ividu 

maupun seca ra bersam a-sa ma terha dap vari abel terik at. 

3.6.5.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digun akan un tuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan kata lain, pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas secara individual 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam model regresi yang dibangun. Hipotesis 

yang digunakan dalam uji t dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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a. H₀: β = 0, yang berarti bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen. 

b. H₁: β ≠ 0, yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ 

diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. sJika nilai signifikansi (p-value) sama dengan atau lebih besar dari 0,05, maka 

H₀ diterima dan H₁ ditolak, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

Uji t sangat berguna dalam menilai sejauh mana masing-masing variabel bebas 

memberikan kontribusi dalam memprediksi variabel terikat. Dalam penelitian, hasil 

dari uji ini memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan strategis 

dengan mengidentifikasi variabel yang paling dominan. 

3.6.5.2 U ji F (Uj i Sim ultan) 

Berbeda dengan u ji t, uji F digu nakan unt uk menguji pengaru h seluruh 

vari abel indepen den s ecara sim ultan te rhadap variab el dep  enden dalam suatu model 

regresi. Uji ini menjawab pertanyaan: ap akah mo del reg resi yang dib angun secara 
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keseluru han layak dan signifikan dalam menjelaskan variabel terikat? Rumusan 

hipotesis untuk uji F adalah: 

a. H₀: Seluruh koefisien regresi = 0 (model tidak signifikan) 

b. H₁: Minimal ada satu koefisien regresi ≠ 0 (model signifikan) 

Kriteria pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai Sig. (p-value) < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti 

model regresi secara keseluruhan signifikan. 

b. Jika nilai Sig. (p-value) ≥ 0,05, maka H₀ diterima, yang berarti model regresi 

tidak signifikan secara simultan. 

Uji F penting dalam menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Meskipun 

ada variabel independen yang tidak signifikan secara parsial, bisa jadi model tersebut 

tetap signifikan secara simultan. 

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R-Square) 

Koefisien determinasi atau R-Square (R²) merupakan salah satu teknik analisis 

statistik yang digunakan dalam regresi linier untuk mengukur seberapa besar proporsi 

variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model regresi yang digunakan. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 

angka 1, maka semakin tinggi kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari 

variabel dependen.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Jawa ban Resp onden Va riabel Perencanaan Anggaran (X) 

N o PERNYA TAAN S S S K S T S ST S 

 5  4  3  2  1 

1 Saya memahami proses perencanaan anggaran 

daerah (RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, 

RAPBD, APBD). 

2 15 23 9 1 

2 Saya memperoleh pemahaman perencanaan 

anggaran melalui pelatihan/workshop yang 

relevan. 

2 15 22 9 2 

3 Dokumen atau regulasi anggaran yang ada 

mudah saya pahami. 
5 13 22 8 2 

4 Saya dilibatkan dalam Musrenbang di berbagai 

tingkatan (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota). 
7 11 17 13 2 

5 Saya aktif berperan dalam pembahasan KUA-

PPAS dan RAPBD. 
4 7 18 20 1 

6 DPRD memiliki pengaruh besar dalam 

menentukan arah alokasi anggaran. 
5 5 23 13 4 

7 Aspirasi masyarakat yang saya serap melalui 

reses sudah tercermin dalam dokumen 

perencanaan anggaran. 

6 10 17 13 4 

8 Koordinasi antara DPRD dan Bappeda/SKPD 

dalam proses perencanaan berjalan dengan baik. 
1 17 19 12 1 

9 DPRD dilibatkan secara substansial dalam 

penentuan prioritas pembangunan dan 

anggaran. 

8 15 14 8 5 

10 Saya secara rutin melakukan evaluasi terhadap 

realisasi anggaran setiap triwulan atau semester. 
2 8 18 19 3 

11 DPRD memiliki data yang cukup untuk 

mengevaluasi efektivitas program dan serapan 

anggaran. 

2 13 23 8 4 

12 Indikator kinerja program (IKU/IKD) dalam 

dokumen perencanaan sudah cukup memadai. 
1 8 24 12 5 

13 Saya memiliki akses yang memadai terhadap 

sistem informasi perencanaan dan 

penganggaran (SIPD). 

2 16 21 9 2 
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Jawaban Responden Variabel Peneyerapan Anggaran (Y) 

No PERNYATAAN SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

1 Saya memahami konsep penyerapan anggaran 

baik dari aspek fisik maupun keuangan. 
18 28 4 0 0 

2 DPRD menerima laporan penyerapan anggaran 

dari pemerintah daerah secara berkala dan 

lengkap. 

21 14 8 4 3 

3 Informasi dari laporan realisasi APBD cukup 

untuk menilai kinerja penyerapan anggaran. 
15 32 3 0 0 

4 Media massa sering menjadi sumber informasi 

saya tentang serapan anggaran. 
21 15 3 6 5 

5 Penyerapan anggaran oleh Pemda dalam 

setahun terakhir sudah optimal. 
19 28 3 0 0 

6 Sektor infrastruktur memiliki tingkat serapan 

anggaran yang rendah. 
14 31 5 0 0 

7 Salah satu penyebab rendahnya penyerapan 

anggaran adalah lemahnya perencanaan. 
20 9 8 8 5 

8 Proses birokrasi di SKPD menjadi kendala 

utama dalam percepatan realisasi anggaran. 
24 12 9 2 3 

9 Kurangnya kapasitas SDM di SKPD 

berdampak langsung pada rendahnya serapan 

anggaran. 

13 33 4 0 0 

10 DPRD memiliki peran aktif dalam mengawasi 

penyerapan anggaran sepanjang tahun berjalan. 
10 36 4 0 0 

11 Komisi saya secara rutin mengadakan rapat 

kerja dengan SKPD untuk membahas realisasi 

anggaran. 

15 31 4 0 0 

12 DPRD memiliki akses yang cukup terhadap 

data penyerapan anggaran secara real-time. 
13 34 3 0 0 

13 Rekomendasi dari DPRD sering ditindaklanjuti 

oleh eksekutif dalam proses evaluasi anggaran. 
18 14 9 4 5 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 
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4.1.2.1 Uji  Normalitas 

 

Sebagian besar titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, menunjukkan 

bahwa residual dari model regresi mendekati distribusi normal. Tidak terdapat pola 

melengkung atau deviasi ekstrem dari garis diagonal, baik di bagian awal, tengah, 

maupun akhir distribusi. Beberapa titik memang sedikit menyimpang, namun masih 

dalam batas wajar untuk data empiris. 

Berdasarkan grafik P–P Plot, distribusi residual bersifat normal atau hampir 

normal, yang memenuhi salah satu syarat utama dalam analisis regresi linier klasik.Ini 

memperkuat validitas hasil uji regresi yang sebelumnya menun jukkan bah wa 

perenca naan an ggaran berp engaruh sign ifikan terha dap peny erapan angg aran. 

Den gan terpenuhinya asumsi normalitas, maka kesimpulan dari model regresi dapat 

dianggap reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. 
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4.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

Titik-titik tersebar secara acak dan merata di sekitar garis nol horizontal, tanpa 

membentuk pola tertentu. Tidak ditemukan pola mengembang (funnel), menyempit, 

atau berbentuk lengkung, yang merupakan indikasi umum adanya 

heteroskedastisitas.Penyebaran residual juga terlihat konstan di sepanjang nilai 

prediksi, baik untuk nilai negatif maupun positif. 

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut, tidak ditemukan gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model telah memenuhi 

asumsi homoskedastisitas, artinya varians residual konstan di semua level prediksi. Hal 

ini mendukung keandalan model regresi dalam melakukan estimasi dan interpretasi, 

serta memastikan bahwa hasil uji t dan uji F tidak bias akibat gangguan varians 

residual. 
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4.1.2.3 Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang tercantum pada Tabel 

Koefisien, terlihat bahwa variabel Perencanaan secara signifikan memengaruhi 

variabel Penyerapan. Hal ini terlihat dari koefisien regresi (B) sebesar 0,576 dengan 

tingkat signifikansi (Sig.) kurang dari 0,001. Artinya, peningkatan satu unit pada 

indikator Perencanaan akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,576 unit pada 

Penyerapan—dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Karena nilai Sig. berada 

di bawah batas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh Perencanaan terhadap 

Penyerapan bersifat signifikan secara statistik. 

Lebih lanjut, nil ai t‑hit ung se besar 5,025 jauh melampaui nil ai t‑tab el pada 

taraf 5%, semakin memperkuat kesimpulan bahwa Perencanaan berdampak nyata pada 

Penyerapan. Dukungan lain datang dari nilai Standardized Coefficient (Beta) yang 

mencapai 0,587, menandakan bahwa Perencanaan memiliki kekuatan pengaruh yang 

cukup besar dalam menjelaskan variasi Penyerapan. Karena Beta positif, hubungan 

antara Perencanaan dan Penyerapan juga bersifat positif—artinya sem akin bai k 

ku alitas pere ncanaan, sem akin tin ggi pula ting kat penye rapan angg aran yang di capai. 
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Dari hasil perhitungan juga diperoleh nilai konstanta (intercept) sebesar 30,152. 

Nilai ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada aktivitas perencanaan sama sekali (nilai 

Perencanaan = 0), maka nilai Penyerapan diperkirakan berada pada angka 30,152. 

Dengan demikian, persamaan regresi linier sederhana yang terbentuk dari hasil analisis 

tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y=30,152+0,576X 

Di mana: 

𝑌 = Penyerapan 

𝑋 = Perencanaan 

Untu k me mastikan ba hwa mo del reg resi ya ng digun akan be bas da ri masa lah 

multikolin earitas, dilakukan pemeriksaan terhadap nil ai Tol erance d an Var iance 

Infl ation Fa ctor (VIF). Berdasark an ta bel, nilai To lerance adalah 1,000 dan ni lai VI F 

juga sebe sar 1,000. Kedua nil ai ini berada dalam batas normal (Tolera nce > 0,1 da n 

VIF < 10), sehingga da pat disi mpulkan bah wa ti da k terd apat mas alah 

multikoli nearitas dal am mo del, dan variabel Perencanaan tidak memiliki korelasi 

tinggi dengan variabel independen lain (meskipun pada model ini hanya terdapat satu 

variabel bebas). 

4.1.3 Uji Hipotesis 

4.1.3.1 Uji t (Parsial) 
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Pada output Tabel Koefisien, nil ai t‑hit ung un tu k v ariabel Perencanaan tercatat 

sebesar 5,025 dengan Sig. < 0,001. Karena Sig. jauh lebih kecil daripada 0,05, maka 

hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H₁) diterima. Dengan demikian, 

secara parsial, Perencanaan anggaran memiliki kontribusi yang signi fikan terha dap 

Penyer apan angga ran. 

Koefis ien reg resi (B) untuk Perencanaan sebe sar 0,576 menunju kkan bahw a 

set iap tambahan s atu u nit pa da Perencanaan ak an menaikkan Penyerapan seb esar 

0,576 unit, denga n asumsi variabel lain tetap. Adapun nilai Beta (koefisien 

terstandarisasi) sebesar 0,587 mengindikasikan bahwa pengaruh Perencanaan terhadap 

Penyerapan, dalam skala standar, dapat dikatakan cukup kuat. 

4.1.3.2 Uji F (Simultan) 
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Berdasarkan Tabel ANOVA, diperoleh F‑hitung sebesar 25,249 dengan tingkat 

signifikansi (Sig.) di bawah 0,001. Karena Sig. < 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ 

diterima, yang berarti bersama‐sama variabel Perencanaan secara kolektif memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan. 

Selain itu, nilai Sum of Squares untuk regresi tercatat 988,614, sementara Sum 

of Squares residual sebesar 1.879,406, sedangkan totalnya mencapai 2.868,020. Hal ini 

mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan porsi yang substansial dari 

variasi pada variabel dependen. 

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi (R-Square) 
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Pada Tabel Model Summary, nilai korelasi (R) tercatat 0,587, menunjukkan 

adanya hubungan positif yang cukup kuat antara variabel Perencanaan dan Penyerapan. 

Nil ai R‑Sq uare (R ²) se besar 0,345 be rarti ba hwa 34,5% var iasi Penyerapan dapat 

dijelaskan oleh Perencanaan, sedangkan sisanya (65,5%) dipengaruhi ole h fakt or‐

fa ktor lai n ya ng tid ak term asuk dala m m odel. 

Nil ai Adju sted R‑Squ are yang sebe sar 0,331 merupakan R² yan g sudah 

dises uaikan den gan jum lah varia bel inde penden da n ukur an samp el, sehingga 

memberikan perkiraan kontribusi yang lebih akurat jika diterapkan pada populasi. 

Sementara itu, Standard Error of the Estimate sebesar 6,25734 menunjukkan rata‐rata 

deviasi prediksi model terhadap nilai aktual Penyerapan dalam satuan yang sama 

dengan variabel Penyerapan.. 

4.2 PEMBAHASAN 

Ha sil u  ji t (pars ial), diper oleh nila i t-hit ung sebe sar 5,025 de ngan p < 0,001 

untuk variabel Perencanaan Anggaran. Nilai ini jauh di bawah α = 0,05, sehing ga 

hipot  esis nol (β = 0) dit olak da n hipote sis alternatif (β ≠ 0) diteri ma. Koefisien regresi 

(B = 0,576) mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin dalam skor 

perencanaan anggaran akan mendorong kenaikan rata-rata penyerapan anggaran 

sebesar 0,576 poin. Hal ini berarti kualitas perencanaan ang garan berpen garuh posit if 

d an signi fikan terha dap peny erapan angg aran DPRD Kabupaten Bojonegoro. 

Ha sil peneliti an in i sejal an deng an teo ri kea genan, dimana hubungan antara 

perencana anggaran (agen) dan pemilik kepentingan, seperti masyarakat atau lembaga 
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pengawas (prinsipal), menjadi relevan. Teori keagenan menjelaskan bah wa ter dapat 

pot ensi konfl ik kepent ingan ant ara ag en da n prin sipal kar ena perbedaan tujuan. 

A gen, dalam hal ini anggota DPRD atau pejabat yang menyusun dan melaksanakan 

anggaran, memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan prinsipal. Oleh karena itu, 

perencanaan anggaran yang berkualitas mencerminkan upaya agen dalam 

meminimalkan asimetri informasi dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung 

jawab pengelolaan dana publik secara transparan dan akuntabel.  

kualitas perencanaan anggaran yang baik dapat menjadi instrumen untuk 

menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal. Melalui mekanisme 

perencanaan yang partisipatif dan berbasis data, prinsip transparansi dan akuntabilitas 

dapat ditegakkan. Dalam teori keagenan, ini dapat dilihat sebagai mekanisme 

monitoring dan incentive alignment—yakni pengawasan dan penyusunan insentif yang 

dapat mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan 

demikian, peningkatan kualitas perencanaan berdampak pada aspek kelembagaan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian terdahulu, Ksuma (2019) 

menyimpulkan bahwa apabila penyusunan perencanaan anggaran dilakukan secara 

efektif, maka penyerapan anggaran juga akan menjadi efektif. Perencanaan yang 

dilakukan secara cermat, realistis, dan berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat akan 

menghasilkan alokasi anggaran yang lebih terarah dan efisien. Dengan demikian, 
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proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu, yang 

berdampak pada meningkatnya tingkat penyerapan anggaran.. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menggarisbawahi bahwa peningkatan 

kualitas perencanaan anggaran—meliputi pemahaman regulasi, partisipasi anggota 

DPRD dalam musrenbang, serta ketersediaan data perencanaan yang memadai—

memiliki dampak signifikan terhadap capaian penyerapan anggaran. Temuan ini 

menguatkan pemikiran bahwa perencanaan yang sistematis dan partisipatif tidak hanya 

memperbaiki kualitas dokumen anggaran, tetapi juga memfasilitasi realisasi program 

sehingga serapan dana dapat berlangsung optimal  (Rudi Junjungan Sirait, Eka 

Nurmala Sari, & Widia Astuty, 2022). Oleh karena itu, rekomendasi praktis yang dapat 

diajukan adalah peningkatan kapasitas perencanaan melalui pelatihan berkala, 

penguatan koordinasi lintas organ, dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan 

yang terpadu.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas perenc anaan angg aran me miliki per an pe nting dal am 

memengaruhi tingk|at penyer apan anggar an di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Temuan 

menunjukkan bahwa semakin baik proses perencanaan yang dilakukan—yang 

mencakup aspek-aspek seperti akurasi data, ketajaman analisis kebutuhan, dan 

partisipasi aktif anggota legislatif—maka semakin besar pula kemungkinan anggaran 

yang telah disusun dapat diserap secara efektif. Analisis juga mengindikasikan bahwa 

perencanaan anggaran secara keseluruhan merupakan bagian integral dari proses 

pengelolaan keuangan daerah yang berkontribusi terhadap tercapainya target-target 

penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam perencanaan 

tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas 

koordinasi, komunikasi antarunit, dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan 

DPRD. Meskipun demikian, hasil penelitian ju ga me nunjukkan b ahwa ma sih ter dapat 

fak to r-fak tor lai n di luar kualitas perencanaan yang turut memengaruhi efektivitas 

penyerapan anggaran. Faktor-faktor tersebut bisa mencakup kemampuan sumber daya 

manusia, kesiapan sistem informasi keuangan, serta hambatan administratif dan 

regulatif yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan perlu diiringi 
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dengan pembenahan aspek pendukung lainnya agar pengelolaan anggaran daerah dapat 

berjalan lebih optimal. 

Secara konseptual, temuan ini memperkuat landasan teori manajemen anggaran publik 

yang menekankan bahwa perencanaan yang komprehensif dan partisipatif menjadi 

prasyarat penting bagi keberhasilan realisasi anggaran. Pada DPRD Kabupaten 

Bojonegoro, integrasi data partisipatif, konsistensi standar teknis, dan penguatan 

mekanisme umpan balik tampak krusial untuk meningkatkan efektivitas penyerapan 

dana publik. 

5.2 IMPLIKASI 

5.2.1 Implikasi bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian mendatang dapat memperkaya model dengan memasukkan variabel-

variabel lain seperti kapasitas sumber daya manusia, efektivitas sistem 

informasi anggaran, atau budaya organisasi, guna meningkatkan nilai R² dan 

memperjelas sumbangan relatif setiap faktor. 

b. Dengan menggunakan desain penelitian longitudinal, perubahan hubungan 

antara perencanaan dan penyerapan anggaran dalam beberapa tahun dapat 

dipantau untuk mengidentifikasi pola dinamis dan efek jangka panjang. 

c. Kombinasi analisis kuantitatif dengan wawancara mendalam atau studi kasus 

akan membantu menggali proses perencanaan di lapangan serta hambatan 

implementasi yang tidak terungkap melalui kuesioner. 
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5.2.2 Implikasi bagi Pemerintah Daerah 

a. Disarankan untuk mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin bagi 

anggota DPRD dan staf sekretariat dalam penyusunan RKA dan RKPD, agar 

pemahaman regulasi dan metode perencanaan dapat terstandar. 

b. Pemanfaatan platform e-planning yang terintegrasi akan mempercepat alur 

data, mengurangi duplikasi, dan memudahkan monitoring realisasi anggaran, 

sehingga efektivitas penyerapan dapat ditingkatkan. 

c. Melibatkan lebih luas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam forum 

musrenbang dan konsultasi publik akan memperkaya data dasar perencanaan 

serta meningkatkan komitmen pelaksanaan program. 
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